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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul "PENGGELAPAN
JABATAN PNS PEMKAB BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut
adalah pertama bagaimana kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi.
Kedua bagaimana analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap penggelapan
jabatan PNS Pemkab Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan cara menela'ah
atau mengkaji teks dan dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan teknik
komparatif yakni dengan menemukan perbedaan dan persamaan antara hukum
pidana dan hukum Islam

Hasil penelitian ini bahwa Pegawai Negeri yang melakukan penggelapan
jabatan dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada, serta
merugikan keuangan negara, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.
Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut telah melanggar
pasal 9 dalam Undang-undang No 20 tahun 200! tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Yang mana kejahatan yang dilakukan adalah memalsu surat
keputusan Bupati dengan cara mengganti petikan fiktif dalam surat keputusan
tersebut.

Dalam hukum Islam penggelapan jabatan termasuk guful karena gulul juga
merupakan pengkhianatan dalam harta. Maka hal ini dikenakan hukuman faZzir,
karena tidak terdapat sanksi dalam nash al-Qur'an yang mengatakan secara jelas
tentang hukuman bagi penggelapan jabatan atau tindak pidana korupsi.

Indonesia hanya menerapkan hukum positif yang berlaku. Sebagai dasar
negara, Pancasila dan undang-undang telah menetapkan berbagai aturan, khususnya
yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun ketika sanksi dalam undang-
undang belum juga menuntaskan kasus korupsi, maka pemerintah diharapkan
memberikan solusi yang lebih luas dalam kasus ini. Hal ini mutlak diperlukan agar
tidak banyak terjadi pro dan kontra dalam menangani kasus korupsi.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang
dapat diterapkan. Di antaranya, pertama, harus lulus fit and propertest terutama
dalam aspek akhlak dan moral calon pejabat yang akan memegang suatu jabatan.
Kedua, penegak hukum menerapkan sanksi kepada para koruptor tanpa pandang
bulu. Ketiga, mensosialisasikan Undang-undang antikorupsi kepada masyarakat luas.

vi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, banyak dijumpai fenomena kejahatan dalam
masyarakat. Apalagi seperti sekarang, krisis global telah melanda dunia yang
dapat membuat para pejabat-pejabat pemerintah rakus akan harta. Dan yang
paling berkembang subur di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Secara
umum tindak pidana korupsi merupakan fenomena kejahatan yang menghambat
pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangannya dan pemberantasannya
harus benar-benar diprioritaskan. Pada realitasnya tindak pidana korupsi
termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk oleh masyarakat dan terus diperangi
oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya. Mengingat korupsi tersebut
berhubungan erat dengan keuangan dan perekonomian Negara yang dilakukan
secara professional dan canggih, maka akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menurunnya
kepercayaan rakyat terhadap aparatur pemerintah.'

Penyebab timbulnya korupsi di negara yang sedang berkembang pada era

reformasi adalah sebagai berikut :*

! Sogjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 13
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, h. 93-96



Era reformasi menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang ada di
masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi dan ambisi
materiil.

Era reformasi juga selalu menelorkan sumber-sumber kekayaan dan sumber-
sumber kekayaan baru, tanpa disertai tegaknya lembaga-lembaga kontrol
yang seimbang.

Era reformasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan
pemerintah, serta melipatgandakan aktivitas pembangunan dan pengaturan,
yang semuanya memberikan celah kemungkinan bagi tindak korupt serta
penindasan terhadap pihak yang lemah dan bodoh.

Serta pergeseran nilai-nilai dan norma-norma ethis dalam periode
transisional.

Dari sudut sosial, usia korupsi di Asia Tenggara termasuk Indonesia

terhitung tua. Korupsi lahir di Indonesia semenjak adanya peperangan melawan

Belanda dan Jepang. Karena peperangan inilah mengakibatkan kelangkaan

barang dan bahan makanan, sehingga membuka ruang bagi para pejabat untuk

melakukan korupsi yaitu dengan cara menimbun stok barang dan bahan makanan

sehingga harga melambung tinggi.’

Dari peristiwa tersebut maka korupsi berkembang dan tumbuh dengan

cepat sampai sekarang, seperti benalu yang menempel pada tanaman. Perlu

% Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi, h. 120



diketahui, korupsi juga erat berkaitan dengan kekuasaan yang diselewengkan.

Penyelewengan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya kontrol yang

melekat. Sehingga jabatan-jabatan yang telah dipegang oleh seseorang akan

mudah untuk diselewengkan.

Seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disebut dengan tindak
pidana korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan arti korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan
dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,
yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah
atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana
perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang

yang ada padanya.*

*Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Spil, h. 1



Dalam hukum Islam masalah penggelapan jabatan tidak disebutkan dengan
jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis akan tetapi bukan berarti Islam tidak
mengatur masalah ini. Penggelapan jabatan merupakan salah satu bagian dari
macam-macam tindak pidana korupsi. Justru diperlukan penggalian atau
penafsiran dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini.
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.
Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada
hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan
istilah jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang
diancam oleh Allah dengan hukuman Aadd atau ta zir”
Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan
ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau Hadis.
dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam, yakni :°
1. Jarimah Audud, meliputi perzinaan, gz af (menuduh zina), minum khamr
(meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan
murtad.

2. Jarimah gisas/diyat, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi
sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi
sengaja.

3. Jarimah ta’zirterbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

5> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. ix
® A. Djazuli, Figh Jinayah, h. 13



a Jarimah Audud atau gisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat,
namun sudah merupakan maksiat. Seperti pencurian aliran listrik,
percobaan pembunuhan.

b. Jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, namun tidak
ditentukan sanksinya. Seperti saksi palsu, penghinaan, tidak
melaksanakan amanah, dan menghina agama.

C. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.
Seperti pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Sedangkan apabila hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak
terdapatnya nas dalam al-Qur'an dan Hadis, maka hukuman tersebut menjadi dua
yaitu :

1. Hukuman yang ada nasnya yaitu Audud, gisas, diyat dan kafarat.
2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut dengan hukuman
ta’zir

Dari uraian di atas, maka penggelapan jabatan dalam hukum Islam dapat
dikenakan hukuman ta’zir; karena nasnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan
Hadis. Oleh sebab itu masalah penggelapan jabatan sepenuhnya diserahkan
kepada ulil amri atau badan yang mempunyai kewenangan untuk menangani

masalah tersebut.

7 Ibid., h.12



Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan
kriminal. Pada prinsipnya bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.
Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan
tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak
cara untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja
Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar

ketentuan hukum. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 188
s F oz . 28 2 T ogpe 2~ $58 2 A }//ai,}}’/ <
o Lo ol alexd ), 151305 ST (oS58 (ST7501 1555 N

> -0 &~ - £
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"Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan
Jjalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu

hendak memakan sebahagian daripada harata benda manusia dengan

dosa, padahal kamu mengetahui”®

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya mengambil harta yang bukan
haknya merupakan pebuatan tercela. Sama halnya dalam tindak pidana korupsi
berupa penggelapan jabatan yaitu memakan harta benda dengan jalan yang salah
yang tidak menurut jalan yang patut dan benar, dalam arti tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan secara prosedural yang mengakibatkan kerugian
negara karena dengan adanya korupsi makin banyak pengeluaran pemerintah

yang sebenarnya sudah dianggarkan.

® Depag RI, Al-Qur'an dan Terjamahnya, h. 46



Selain ayat di atas, ada juga ayat yang menjelaskan tentang perintah
kepada seorang penguasa agar memberikan jabatan sesuai dengan aturan dan
yang berhak untuk menerimanya, yakni terdapat dalam surat al-Nisa' ayat: 58

i

15,082 ol W07 G 2285 1305 Lol

.
5 TR 2 _geq

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."”

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia demikian
kuat dan mengakar baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini telah
dibuktikan dengan terlibatnya parlemen yang seharusnya menjalani fungsi
kontrol justru terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi yang
mengakibatkan  hilangnya kepercayaan masyarakat serta merugikan
perekonomian negara.

Faktor yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi yakni diantaranya masih belum memadai sarana dan skill dari aparat

penegak hukumnya,'’ mental serta rasa tanggung jawab terhadap tugas yang

diembannya serta masih kurang terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan

°|bid., h. 128
1% Spedjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 15



instansi-instansi dalam proses penanganan dan pemeriksaan terhadap tindak
pidana korupsi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum relatif tidak berdaya
atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini, karena
kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku dan keadaan yang
dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk
dilaporkan atau dituntut.'" Namun dalam UU No. 31 tahun 1999, terdapat
ketentuan mengenai kerjasama yang bersifat lintas sektoral dalam menangani
tindak pidana korupsi.

Dewasa ini banyak muncul aliran atau mazhab kepentingan yaitu orang-
orang (pejabat) yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai sarana untuk
mencapai apa yang diinginkan seperti korupsi, jabatan atau kedudukan yang
lebih tinggi mempunyai potensi untuk melakukan tindakan yang bertentangan
dengan hukum. Seperti halnya kasus rekayasa jabatan yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil Pemkab Banyuwangi tersebut. Kasus ini terjadi pada
tanggal 20 Januari 2001; Saat itu Bupati Banyuwangi mengeluarkan Surat
Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan dan kasus ini terungkap pada
tanggal 16 Januari 2007. Dengan ini, pejabat yang mempunyai wewenang
menangani ~ masalah  kepegawaian =~ mempunyai  kesempatan  untuk
menyelewengkan kekuasaannya. Sehingga dapat diistilahkan dengan

penggelapan jabatan, yakni menyelewengkan atau menggelapkan suatu jabatan

1 0.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam
Pemberantasan Korupsi, h. 82



dalam kedudukannya atau kekuasaan yang ada padanya. Hal ini sangat
meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara hingga mencapai
milyaran rupiah. Karena merugikan keuangan negara, maka dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi. Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan
merekayasa kenaikan pangkat tanpa adanya Surat Keputusan, hanya berupa
petikan palsu saja, serta memberikan tunjangan jabatan untuk pelaksana tugas
kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya. Hal ini bertentangan
dengan PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
dan PP No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural.'?

Dari uraian di atas, kasus yang terjadi di Banyuwangi begitu meresahkan
masyarakat. Karena adanya jabatan palsu dan kenaikan pangkat palsu yang
dilakukan oleh pegawai negeri dengan cara mengganti Surat Keputusan dengan
petikan fiktif. Dengan adanya kasus tersebut, kiranya tidak berlebihan apabila
penulis berusaha menganalisa sampai sejauh mana penggelapan jabatan yang

dilakukan oleh PNS Pemkab Banyuwangi ditinjau dari Hukum Pidana dan

Hukum Islam.

12 Berkas atau resume dari Ditreskrim Sat 111 Pikor Polda Jatim
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B. Rumusan Masalah
Agar lebih praktis dan profesional, maka permasalahan dalam penelitian ini
merumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Adapun permasalahan yang
akan dibahas yaitu
1. Bagaimana kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap penggelapan

jabatan PNS Pemkab banyuwangi ?

C. Kajian Pustaka

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang
sangat luar biasa (extra ordinary crime). Berangkat dari kenyataan seperti inilah
banyak peneliti mengkaji lebih jauh tentang apa dan bagaimana korupsi muncul
dan bagaimana berkembangnya. Yang paling meresahkan serta merugikan negara
adalah yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan
wewenangnya untuk meraih keuntungan individu, seperti penggelapan jabatan
tersebut Penulis disini menemukan beberapa kajian penelitian sebelumnya yang
berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penggelapan jabatan yang pernah di
kaji. Seperti skripsi yang ditulis oleh 7ristianto. Penelitian ini mengkaji tentang

bagaimana persamaan dan perbedaan antara sanksi hukum tindak pidana korupsi
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menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta pengertian tentang tindak pidana
korupsi oleh penyelenggara negara.'

Kemudian yang pernah dikaji juga oleh Yu/i Rohmatul Hidayah, meneliti
tentang pengertian tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 dan
hukum Islam serta bagaimana sanksi tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri
dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 8. Dalam penelitian ini peneliti menyatakan
bahwa sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang
terdapat dalam UU No. 20 tahun 2001 pasal 8 sudah dirasakan patut dan adil
apabila ditinjau dari segi hukumannya.'*

Lain halnya skripsi yang dikaji oleh Achmad Masruchin, meneliti tentang
bagaimana proses penyidikan perkara pidana korupsi menurut UU No. 3 tahun
1971 dan UU No. 31 tahun 1999 dan bagaimana proses penyidikan menurut UU
No. 3 tahun dan UU No. 31 tahun 1999. Dalam penelitian ini peneliti
menyatakan bahwa proses penyidikan merupakan salah satu kunci utama dalam
upaya penanganan terhadap tindak pidana korupsi dan pemeriksaan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara memerikasa seluruh

harta kekayaan pelaku untuk mendapatkan kejelasan tentang harta sendiri dan

3 Tristianto, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh
Penyelenggara Negara serta Sanksinya, Skripsi, (IAIN : 2007, Fakultas Syari‘ah Jurusan Siyasah
Jinayah).

1Y uli Rohmatul Hidayah, Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh pegawai Negeri dalam UU
NO. 20 Tahun 2001 pasal 8 (Kajian Filsafat Hukum), Skripsi, (IAIN : 2007, Fakultas syari‘ah Jurusan
Siyasah Jinayah).



12

hasil korupsi. Kemudian mengkaji bagaimana cara pemeriksaan yang ada pada
hukum Islam."

Sebenarnya masih banyak penelitian-penelitian lain yang membahas
tentang tindak pidana korupsi, tetapi penelitian-penelitian tersebut berbeda
dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini
penulis membahas tentang penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil Pemkab Banyuwangi. Penggelapan Jabatan merupakan salah satu

modus tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan
yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana dan hukum Islam terhadap
penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemkab

Banyuwangi.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah

> Achmad Masruchin, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam,
Skripsi, (IAIN : 2000, Fakultas Syari‘ah Jurusan JS).
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ilmu tentang penggelapan jabatan dalam sudut pandang hukum pidana dan
hukum Islam.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan

berguna bagi penerapan ilmu di lapangan dan masyarakat.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam
memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan
beberapa istilah sebagai berikut :

Penggelapan jabatan : penyelewengan jabatan yang dilakukan
oleh pegawai negeri yang mempunyai
kekuasaan atau wewenang dalam jabatan
yang disandangnya.

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) . setiap warga negara Republik Indonesia
yang telah memenuhi syarat tertentu,
diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri pada pemerintahan Kabupaten.'®

Pemkab Banyuwangi : pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

provinsi Jawa Timur yang mempunyai

16 Suradiji, Manajemen Kepegawaian Negara, h. 5



Hukum Pidana

Hukum Islam

G. Metode Penelitian

1.

Sumber Data

14

luas wilayah 5.782,50 km? dengan jumlah
penduduk + 1.600.000 jiwa dan terdiri dari

24 kecamatan.!”

: hukum yang mengatur tentang kejahatan

dan pelanggaran terhadap kepentingan
umum dan perbuatan tersebut diancam
dengan pidana yang merupakan suatu

. 18
penderitaan.

. peraturan-peraturan  dan  ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan

Hadis (hukum-hukum pidana Islam)."

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu :

a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang berasal dari beberapa naskah, resume, buku,

laporan hasil penelitian, dokumen sidang Pengadilan atas perkara

7 http://id.wikipedia.org/wiki/K abupaten_Banyuwangi

18 gudarsono, Kamus Hukum, h. 170

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 411
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dimaksud atau hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan masalah yang

diteliti, misalnya :

1)

2)

3)

4)

S)

Berkas atau resume dari Ditreskrim Sat III Pikor Polda Jatim tentang
kasus penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 jo
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural.

Abdul Qadir 'Audah, at-Tasyri’ al-Jina'i al-Islam Mukarram bin al-
Qanun al-Wad'i, Muktabah Dar al-'"Urubah, 1963

DIl.

Sumber Sekunder

Yaitu buku-buku yang menunjang terhadap permasalahan dan

kelengkapan penelitian ini, seperti :

1)

2)

3)

Alatas, Korupsi Sifat, sebab dan fungsi, Jakarta, LP3ES,1987
Victor M. Situmorang, 7indak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta,
PT Rineka Cipta, 1994.

Djazuli, Figh Jinayah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
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4) DIL
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mencari,
membaca, dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan
dengan penggelapan jabatan yang dilakukan oleh PNS Pemkab
Banyuwangi.

b. Telaah dokumenter yaitu dengan membaca dan menulis data berupa
buku-buku ilmiah, undang-undang dan lain-lain yang berkaitan dengan
penggelapan jabatan.

3. Teknik Analisis Data
Setelah data diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Metode Analisis Komparatif yaitu metode yang digunakan untuk

menganalisa dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang

hukuman dan lainnya dari sudut pandang hukum pidana dan hukum Islam,
penulis menggunakan metode komparatif untuk menganalisis hukum pidana

dan hukum Islam terhadap penggelapan jabatan.
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H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi

masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan diuraikan. Untuk lebih

jelasnya penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

merupakan Pendahuluan meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

: merupakan teori hukum pidana dan hukum Islam yang berkaitan

dengan penggelapan jabatan PNS Pemkab Banyuwangi dan hal-

hal yang terkait dengan aspek hukum pidana dan hukum Islam.

: merupakan deskripsi tentang masalah yang diteliti dan hal-hal

yang terkait dengan penggelapan jabatan.

: bab ini merupakan analisis, yakni analisis hukum pidana dan

hukum Islam terhadap masalah yang dideskripsikan di atas
dengan mengkonsultasikannya dengan teori-teori hukum pidana
dan hukum Islam dalam bab III.

merupakan kesimpulan yang terdiri dari persamaan dan
perbedaan antara dua teori hukum tersebut tentang masalah

yang diteliti.



BABII

PENGGELAPAN JABATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Penggelapan Jabatan dalam Perspektif Hukum Pidana
1. Landasan Hukum Pidana

Penggelapan jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh
sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai
milyaran rupiah. Yang pada dasarnya penggelapan jabatan merupakan tindak
pidana korupsi yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya
tindak pidana korupsi ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian
Indonesia, untuk itu diperlukan upaya penegakkan hukum secara sungguh-
sungguh.*’

Berbagai tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi ini diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni tindak
pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur
dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak

pidana pemerasan, tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau

20 Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, h. 1

18
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rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui
batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi.*'

Sedangkan tindak pidana korupsi di luar KUHP terdapat di berbagai
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah UU No 31 Tahun 1999 dan
UU No 20 Tahun 2001.%

Tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapat dalam pasal 2 dan 3:*

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korperasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana
korupsi diantaranya adalah perbuatan curang dan penipuan yang dapat
merugikan negara dan publik, perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk

memperkaya diri sendiri, dan tindakan kolusi yang memberikan fasilitas

negara kepada orang yang berhak.”*

2! Masyhuri Na'im, NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Figih, h. 43

% |bid., h. 43

2 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 87
24 Setiawan Budi Utomo, Figih Aktual, h. 21
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2. Pengertian Penggelapan Jabatan

Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena
jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.”> Sedangkan menurut
pandangan Muhammadiyah, penggelapan jabatan merupkan tindak pidana
korupsi yakni menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah (frust)
secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi
atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.”

Tindak pidana menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah
tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki
jabatan atau kedudukan. Seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan
tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”’

Penggelapan Jabatan disebutkan dalam UU No 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 8, 9, dan 10. Tetapi
dalam bahasan tersebut, penggelapan jabatan termasuk dalam pasal 9 UU No

31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dan dalam pasal 416 KUHP adalah

%5 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 38-39

%6 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi, h. 12

2" Masyhuri Na'im, NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Figih, h. 44
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untuk tindakan pemalsuan buku atau daftar-daftar yang digunakan untuk
pemeriksaan atau tata usaha.
. Unsur-unsur Penggelapan Jabatan

Dalam KUHP tindak pidana tersebut termasuk dalam pasal 416 yang
berbunyi : "Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan tetap atau
sementara menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja membikin
secara meniru atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus
ditujukan untuk mengawasi sesuatu administrasi" **

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dimaksudkan untuk
menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi
terdapat tiga (3) istilah hukum yang perlu dijelaskan yaitu istilah tindak
pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara.

Kemudian istilah lain yaitu dapat merugikan keuangan negara dan
perekonomian negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau
yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,

pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat

%8 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 234
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pusat maupun di tingkat daerah atau berada dalam penguasaan,pengurusan
dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan
modal negara sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Umum Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999.%

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan
asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan
pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
seluruh kehidupan rakyat.*

Adapun unsur-unsur dari penggelapan jabatan atau unsur-unsur yang
melekat pada tindak pidana korupsi. Pertama, tindakan mengambil,
menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua,

penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada

2 Himpunan Peraturan perundang-undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 105
%'Rudy Satriyo Mukantardjo, Pemahaman Terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,

http://tipikor99.wordpress.com/2008/11/17/pemahaman-uu-tindak-pidana-korupsi/, Selasa, 21 Oktober

2008
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dirinya. Ketiga, demi kepentingan diri sendiri, orang lain atau keluarga.

Keempat, merugikan masyarakat dan negara.”'

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Jabatan
Penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang telah
merajalela dan menjadi persoalan serius karena telah mengakibatkan
pembusukan di segala sektor kehidupan, bahkan sudah mengancam
perkembangan dan kemajuan bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhinya
adalah’®
a. Pemerintah telah berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan dan
monopoli pembuatan keputusan. Kekuasaan negara yang mudah
menghasilkan uang tidak diselenggarakan secara transparan karena
sistemnya yang otoriter dan tidak demokratis. Sehingga tidak bisa
diawasi dan dikontrol oleh lembaga negara maupun oleh masyarakat.
b. Adanya tradisi baru dalam bentuk Ayper consumerism. Dalam budaya ini
lebih mengedepankan gaya hidup hedonistik yang berlebihan, yang dapat
meraih kenikmatan tanpa batas dan melahirkan keserakahan akan

kekayaan.

'Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama
Muhammadiyah, h. 13
% Masyhuri Na'im, NU Melawan Korupsi, h. 10
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c. Lemahnya penegakan hukum, berbagai tindak pidana korupsi selalu lolos
dari jerat hukum. Karena aparat penegak hukum dan dunia peradilan kita
masih dipenuhi aparat yang bermental bobrok.

d. Adanya perilaku pembiaran oleh masyarakat terhadap para koruptor,
seakan-akan korupsi adalah hal yang wajar dan biasa.

Selain itu ada juga beberapa faktor menurut Andi Hamzah, yaitu
pakar politik yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi antara
lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :**

a. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan
kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Faktor ini merupakan
yang paling menonjol dalam ari merata dan meluasnya tindak pidana
korupsi di Indonesia.

b. Latar belakang kultur atau kebudayaan Indonesia dari sejarah berlakunya
KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat
untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara
khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van
Strafrecht untuk Indonesia.

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta
kurang efisien sering dipandang sebagai penyebab tindak pidana korupsi,

khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang

* Djoko Prakoso, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, h. 393
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untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sering dikatakan makin besar
anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya
kebocoran-kebocoran.

d. Modernisasi mengembangbiakkan tindak pidana korupsi karena
membawa nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber
kekayaan dan kekuasaan baru serta membawa perubahan-perubahan
dalam bidang politik, memperbesar kekuasaan Pemerintah dan

melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan-ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, adapun negara
yang berdasarkan hukum maka akan memiliki prinsip supremacy before the
law yakni hukum diberi kedudukan yang tertinggi. Hukum berkuasa penuh
atas negara dan rakyat. Dan juga equality before the law yakni semua
memiliki status yang sama dihadapan hukum.** Maka siapapun orangnya dan
setinggi apapun jabatannya tetap akan mendapatkan hak dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum.

Penggelapan jabatan atau yang termasuk dalam tindak kejahatan
korupsi dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari kalangan pejabat, penegak
hukum, pegawai atau dari kalangan rendah. Karena hukuman berlaku bagi

siapapun yang bersalah. Maka dalam hukum pidana, orang yang melakukan

3% C. S. T Kansil, Hukum Antar Tata Pemerintahan, h. 26
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tindak pidana korupsi dijerat dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, yang
menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) . Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu Kkorporasi, menyalahgunakan wewenang,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat [
(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari uraian di atas maka dalam ketentuan pidana atau sanksi
hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhkan akan
dikaji lewat pengaturan sistematika undang-undang yang ada. Dalam KUHP
khususnya dalam Pasal 10 hanya mengatur dua macam jenis pidana, yaitu
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 4 (empat)

.36
macam antara lain :

88

* Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 87-

% Ronald Armada W, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, 10-10-

2008, pukul 07:21:59, http://www.adIn.lib.unair.ac.id
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1. Hukuman Mati

Tujuan dilaksanakan hukuman mati, agar mereka takut untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam dan sangat berbahaya bagi
masyarakat.”” Hukuman mati biasanya sering dijatuhkan terhadap pelaku
tindak pidana pembunuhan, narkotika dan pencurian dengan kekerasan.’®
Akan tetapi saat ini, hukuman mati juga berlaku bagi tindak pidana
korupsi, yang terdapat dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pasal 2 ayat (2) yang
menyatakan :

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati
"n39

dapat dijatuhkan’”.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam pasal di
atas adalah keadaan yang dapat dijadikan untuk alasan pemberatan
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana
tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi
penanggulangan keadaan bahaya seperti bencana alam nasional,
penangggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan

krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.*’

3" Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, h. 167
%8 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, h. 13
* Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Pemberantasnb Tindak Pidana Korupsi, h. 87
40 [
Ibid., h. 79
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2. Hukuman Penjara
Dengan adanya ketentuan pidana penjara, ada beberapa macam
hukuman penjara, yakni hukuman penjara dijatuhkan seumur hidup atau
dalam waktu tertentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku.*! Hal ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
3. Hukuman Kurungan
Ketentuan pidana kurungan tersebut dapat dijalankan di rumah
atau dalam wilayah kabupaten ataupun dalam satu provinsi dan masih
dalam pengawasan polisi, ataupun bisa juga mendekam di penjara tidak
lebih dari satu bulan.*
4. Hukuman Denda
Dalam hukuman denda, jumlah denda ditetapkan berdasarkan
kategori tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menurut Undang-
undang yang berlaku, terkadang pidana denda dapat diganti dengan

pidana penjara.

B. Penggelapan Jabatan dalam Perspektif Hukum Islam
1. Landasan Hukum Islam
Salah satu tujuan diturunkannya hukum kepada umat manusia adalah

untuk menjaga dan melindungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya

“bid., h. 16
*2 Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, h. 169-170
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mengapa Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak
sah, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan
sebagainya.”’

Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam
masyarakat, serta memunculkan tidak kepastian hukum

Berkaitan dengan masalah penggelapan jabatan yang dihubungkan
dengan tindak pidana korupsi, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus
dalam ketentuan salah satu hukum tindak pidana. Namun demikian bukan
berarti penggelapan jabatan diperbolehkan atau terjangkau dalam syari’at
Islam.

Dalam penggelapan jabatan dapat diartikan sebagai penyelewengan
kekuasaan, maka hal ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Karena
penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-
Qur’an memang tidak dijelaskan secara khusus dan tegas, namun tidak
kurang ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya

dalam surat al-Nisa’ ayat 29 :

** Mustofa Kemal Pasha, Figh Islam, h. 347
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
Jjanganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”"**

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain
dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan yang
tanpa melanggar hukum.®

Dan dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang
keharusan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak

menerimanya, sebagaimana dalam surat al-Nisa’ ayat 58 :
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha melihat

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia
menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada

pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai

** Departemen Agama RI, al-Qur’ an dan Terjemahnya, h. 122
> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, h. 278
“¢ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 127



31

dengan apa yang diajarkan Allah, amanat adalah sesuatu yang diserahkan
kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saatnya atau
apabila diminta oleh pemiliknya.*’

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka penggelapan jabatan atau
korupsi adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan
wewenang atau jabatan yang diembannya. Dan penyalahgunakan wewenang

tersebut termasuk dalam khianat.

. Pengertian Gulul

Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit untuk
mendefinisikan penggelapan jabatan secara persis sebagaimana dimaksud
istilah penggelapan jabatan yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah
penggelapan jabatan atau tindak pidana korupsi merupakan produk istilah
modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fikih atau hukum
Islam.

Dalam literatur yang penulis telusuri tidak terdapat istilah khusus
tentang penggelapan jabatan sehingga penggelapan jabatan masuk dalam
kategori gulul yaitu pengkhianatan terhadap harta dan risywah yaitu suatu
yang dapat menghantarkan ke suatu tujuan dengan segala cara demi

tercapainya tuj van.*®

" M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah 2, h. 480
8 Ahmad Halim, Suap Dampak dan Bahayanya, h. 17
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Menurut Ibn Hajar al Asqalany, al-gulul berarti al-khiyanah fi al-
magnam, yaitu khianat dalam harta rampasan. Ibn Qutaibah berpendapat
bahwa dinamakan a/-gu/ul karena orang yang mengambil harta rampasan
perang menyembunyikan harta tersebut. Menurut Muhammad Syams al-Haq
Adzim, setiap orang berkhianat terhadap sesuatu dengan cara diam-diam
(sembunyi-sembunyi), maka dia benar-benar telah melakukan a/-gu/il*

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat
dipahami bahwa a/-gu/ul adalah khianat. Maksud khianat di sini adalah
mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi. Khianat
juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu
yang diinginkan. Term a/-gu/ul banyak dipakai dalam pengertian mengambil
harta rampasan perang (ganimah) secara diam-diam sebelum dibagikan.
Dalam hal itu, term al-gulul dinyatakan dalam al-Qur’an surat Ali Imran
ayat: 161
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“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri

* Ervin Kaffah, Moh Asyiq Amrulloh, Fikih Korupsi Amanah VS Kekuasaan, h. 284
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akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”’

Ayat di atas turun berkenaan dengan harta rampasan perang, Ibn
Abbas menyatakan bahwa surat Ali Imran ayat 161 turun berkenaan dengan
permadani merah yang hilang pada saat perang Badr. Sebagian orang
mengatakan bahwa mungkin Rasulullah yang mengambilnya, kemudian
Allah swt menurunkan ayat tersebut untuk membantah tuduhan tersebut. >!

Meskipun surat Ali Imran ayat 161 dan hadis di atas menggunakan
term al-gulul dalam pengertian khianat terhadap harta rampasan perang
(ganimah), ternyata Rasulullah (dalam hadis-hadis lain) juga menggunakan
term al-gu/ul untuk tindakan kriminal yang objeknya selain harta rampasan
perang. Yang termasuk dalam kategori a/-gu/u/ adalah orang yang mendapat
tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang
sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas
(memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya
(jabatan)>

Dalam hadis Nabi saw bahwasannya orang yang melakukan gu/u/ di
pukul. Abu Daud dan al-Tirmizi meriwayatkan dari Umar ra. Nabi saw

bersabda :

%0 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104
*'Ervin Kaffah, Moh Asyiq Amrulloh, Fikih Korupsi Amanah VS Kekuasaan, h. 285
*2 Ibid., h. 286
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"Jika kamu menemui orang yang melakukan gulul, maka bakarlah
kekayaannya dan pukullah dia.”™

Gulul merupakan perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan ini tidak
hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi merugikan seluruh masyarakat
dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakay yang
seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.™

Sedangkan risywah menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai
berikut, suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan
atau jabatan untuk menyukseskan urusannya.” Dalam hal ini, risywah
bersifat konkrit yakni seperti berupa uang, nominal atau sejenisnya yang
mempunyai nilai harga. Sehingga risywah adalah mendapatkan harta dari
orang lain dengan cara bathil, serta menggapai suatu posisi yang bukan
semestinya.’® Risywah dan gu/ul dalam figih Islam hukumnya adalah haram.

Adapun Kaidah Fighiyah dalam hal ini adalah®’

5% ta ) 2Ty S35 2T

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya"

%3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 11, h. 161

> Ervin Kaffah, Figih Korupsi Amanah VS Kekuasaan, h. 290
% Ahmad Halim, Suap Dampak dan Bahayanya, h. 23

% Ibid., h. 41

% Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, h. 274
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3. Unsur-unsur gul/ul
Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana korupsi merupakan
penghianatan berat (gu/u/) terhadap amanat rakyat.”® Dan pada penggelapan
ganimah dengan gu/ul dalam arti penyalahgunaan wewenang, keduanya dapat
bertemu pada poin yang sinergis, yakni

a. Kedua bentuk gu/ul/ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada
pekerjaan.

b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik
satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan
penggelapan yang bukan haknya.

Karena hal ini mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka
gulul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena :

a. Gululterjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.

b. Gulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara
karena ghanimah dan penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya
mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.

c. Gululterjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.

%8 Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, h. 690
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d. Gulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan
hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral

masyarakat.”

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Faktor-faktor yang mempengaruhi gu/u/ adalah
a. Adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan barang ataupun uang.
b. Adanya keinginan untuk memiliki harta yang lebih dari yang di dapatkan.
c. Adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan untuk meningkatkan taraf
hidup.®

d. Kurangnya upah yang diterima.

5. Ketentuan-ketentuan Pidana dalam Hukum Islam
Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk manifestasi
dari proses peradilan, maka sudah selayaknya sanksi atau ketentuan pidana
tertentu diterapkan dengan tegas. Dan tidak ada perbedaan antara satu
oknum dengan oknum yang lain, serta tidak berpihak pada golongan tertentu
yang hanya menguntungkan oknum pejabat. Jika demikian, maka hukum
harus dikembalikan ke posisi awalnya sebagai penjaga masyarakat dari setiap

bentuk kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.

% Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspekiif Ulama
Muhammadiyah, h. 59
® Ibid., h. 13
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Di dalam hukum Islam dikenal tentang hukuman gisas, hadd, dan
ta’zir. Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh
seseorang, apakah dia akan digisas, dijatuhi hukuman hadd, ataupun ta’zir
oleh seorang hakim.®'

Misalnya pembunuhan, hukuman yang diberikan pada pelaku
kejahatan pembunuhan adalah g¢isas dengan dibunuh juga, sedangkan
mencuri, berzina, merampok, menganiaya, meminum khamr adalah dijatuhi
hukuman Aadd, potong tangan, rajam dan cambuk, bahkan diasingkan.®

Hukuman-hukuman dan tindak pidana tersebut telah terdapat di
dalam al-Qur'an secara jelas dan gat’i, namun bagi tindak kejahatan yang
tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, maka ijtihad para ulama atau seorang
hakim yang akan menentukan.”

Adapun ketentuan pidana dalam hukum Islam setelah memenuhi
syarat atau unsur tindak pidana penggelapan jabatan atau tindak pidana
korupsi tersebut adalah dikenai hukuman za’zir. Yang dimaksud dengan ¢a’zir
adalah sanksi disiplin dengan cara penghinaan atau celaan atau pengasingan

4
ataupun teguran.6

81 A. Djazuli, Figh Jinayah, h. 28-29

%2 1hid., h. 28

% 1bid., h. 28-29

% Abu Bakr Jabir AL-Jaziri, Ensiklopedi Muslim, h. 708
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Menurut Abdul Qadir Audah, ¢a’zir dibagi menjadi dua bentuk yaitu
ta’zir ‘ala al-ma'asi (terhadap perbuatan maksiat) dan ta’zir ‘ala maslahah
'ammah (terhadap pelanggaran kepentingan umum).®

Berkenaan dengan pelaku pidana fa’zir, terdapat beberapa bentuk
hukuman sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan
pada pelaku pidana ta’zir sesuai kondisi, situasi dan kesalahannya. Dan
hukuman tersebut tidak berlaku secara baku, sebagaimana dalam perkara
gulul, yakni : *°
a. Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran.

b. Hukuman pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat terbukti
menyelewengakan amanah jabatannya.

c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang
bersifat tidak terbatas.

Dalam bahasa Arab istilah hukuman penjara adalah al-Habsu
artinya mencegah atau menahan. Di samping itu juga kata al-Habsu
diartikan dengan tempat untuk menahan orang. Menurut Imam Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan al-Habsu menurut syara'
adalah menahan seseorang dan mebcegahnya agar tidak melakukan

perbuatan tindak pidana.®’

% Abdul Qadir 'Audah, at-Tasyri' al-Jinaih Jilid 1, h. 150
% Budi Setiawan, Figih Aktual, h. 23
87 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 261
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Ulama fikih berbeda pendapat pula dalam memahami hukuman
penjara. Menurut Mazhab hanafi, hukuman penjara diistilahkan dengan
an-Nafyu itu berarti memenjarakan pelaku, karena apabila hukuman
penjara diartikan secara harfiah, yaitu dibuang dari tempat asalnya ke
negeri lain, maka dikhawatirkan di tempat pembuangan itu ia akan
melakukan gu/u/ lagi. Ulama Mazab Maliki mengartikan an-Nafyu itu
dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku ke negeri lain, tetapi di
negeri itu dipenjarakan sampai bertaubat.®®

Menurut ulama dalam madzab Syafii dan Ahmad berpendapat
bahwa hukuman penjara tidak boleh sampai satu tahun karena hukuman
penjara tersebut bukan merupakan hadd melainkan ta ’zir.*’

Dasar hukum dibolehkan untuk hukuman penjara terdapat dalam

surat al-Nisa' ayat 15 :"°

Ll Sele 10 Al el e dkensll Tl 5T
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%8 RIAU POS, Hukum Mati Koruptor (Perspektif Syariah), 17 Februari 2006, 14:35,
http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Hukum-Mati-Koruptor-Perspektif-Syariah

% Ibnu Mas'ud, Fikih Madzab Syafi'i Buku 2, h. 582

7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 262
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"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah

memberi jalan lain kepadanya".”’

Alasan dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta’zir adalah
tindakan Nabi saw yang pernah memenjarakan beberapa orang di
Madinah dalam tuntutan atau perkara pembunuhan.”

Adapun yang dimaksud dengan hukuman penjara yang bersifat
sementara adalah hukuman penjara yang lama waktunya ditentukan atau
dibatasi secara tegas. Lamanya hukuman penjara ini tidak ada
kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa
lamanya hukuman penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau bisa juga
kurang ataupun lebih. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan
hukuman tersebut diserahkan kepada hakim.”

Sedangkan hukuman penjara yang bersifat tidak terbatas adalah
hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung
terus menerus sampai pelaku mati atau bertaubat. Dalam istilah lain

disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.”

™ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 118
2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 262

” Ibid., h. 262

" Ibid., h. 263
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d. Hukuman mati.

Menurut para fuqaha, hukuman ini diperbolehkan. Menurut
Hanafiyah diperbolehkan apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-
ulang. Sedangkan menurut Malikiyah juga membolehkan hukuman ini
diterapkan apabila melakukan kerusakan di bumi.”

Hukuman untuk pidana ¢a’zir dilakukan dalam jarimah-jarimah
yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a) Apabila pelaku tidak mempan oleh hukuman-hukuman selain

hukuman mati.
b) Harus dipertimbangkan dampak kemashlahatan terhadap masyarakat

dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.”®

e. Hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial
Menurut para ulama membolehkan hukuman fa’zir yang berupa
penyitaan atau perampasan harta, bahwa perampasan tersebut bukan
berarti mengambil harta pelaku untuk kas umum(negara), melainkan
untuk ditahan sementara waktu, apabila pelaku tidak bertaubat maka
hakim dapat mentasarufkan untuk kepentingan ynag mengandung

mashlahat.”’

" 1bid., h. 258
78 A. Djazuli, Fikih Jinayah, h. 191
" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 266
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Selain penyitaan harta, hukuman ¢a’zir yang berupa harta adalah
sanksi berupa denda. Penjatuhan hukuman denda dalam syari'at Islam
tidak ditetapkan batas terendah ataupun tertinggi. Hal ini sepenuhnya
diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.”®

8 |bid., h. 267



BAB III

DESKRIPSI PENGGELAPAN JABATAN PNS PEMKAB
BANYUWANGI

A. Latar Belakang Kasus

Dalam rangka otonomi daerah, korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang
terdesentralisasi ke tingkat lokal. Peluang korupsi semakin besar ketika posisi
legislatif menjadi sangat besar. Peran legislatif sebagai pengawas eksekutif
ternyata tidak diimbangi dengan adanya pengawas terhadap legislatif itu sendiri.
Kebanyakan modus korupsi yang terjadi di daerah yakni pungli penerimaan
pegawai, pembayaran gaji atau honor fiktif, kenaikan pangkat, pengurusan
pensiun, dan sebagainya.”’

Seperti penggelapan jabatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Dalam hal ini Pemkab Banyuwangi melaksanakan pengisian
jabatan yang disesuaikan dengan PP RI No. 84 tahun 2000 tentang pedoman
organisasi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pengisian jabatan tersebut yang
berwenang adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyusun konsep
penempatan pejabat sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian pada tanggal
20 Januari 2001, Bupati Banyuwangi mengeluarkan Keputusan No.

821.2/.08/439/031/2001 dan No. 821.2/07./439.031/2001 tentang pengangkatan

™ http://syukardi.files.wordpress.com/2008/12/desentrali sasi-korupsi-di-indonesia-versi-
pukat-ugm.ppt
43



dalam jabatan. Dalam Keputusan tersebut Bupati telah mengangkat pejabat
dalam jabatan baru sebanyak 915 orang, yang terdiri dari 559 jabatan definitif
dan 356 jabatan Plt (Pelaksana Tugas). Dari 356 pejabat yang diangkat dalam
jabatan PIlt tersebut, telah diberikan tunjangan jabatan. Dan dari 356 pejabat Plt
tersebut ada 18 orang yang dinaikkan golongan kepangkatannya secara tidak
prosedur dengan cara mengubah petikan pada SK Bupati dengan petikan palsu.
Dimana dana-dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Dalam memberikan tunjangan jabatan tersebut bertentangan
dengan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS dan PP Nomor
100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sehingga
dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu hal ini
merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana bertentangan dengan pasal 2
angka (1), pasal 3, dan pasal 9 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan
atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

. Isi Berkas atau Resume Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin — Dik/70/1/2007/

Reskrim, pada tanggal 16 Januari 2007 telah melakukan penyidikan ke

Banyuwangi. Fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut yang digunakan

sebagai dasar perhitungan diantaranya:



a.

Rekayasa Kepangkatan dan Jabatan untuk Menduduki Jabatan Strategis

Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian
Daerah Jawa Timur terhadap tersangka, bahwa dari hasil konfirmasi dan
dokumen-dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2001
terjadi rekayasa kepangkatan dan jabatan pada Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
dan Kepala Sub Bidang Mutasi BKD, dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pemalsuan petikan SK pengangkatan pejabat tertentu dengan
cara menghapus data dan mengetik ulang pada SK Bupati sesuai dengan
yang dikehendaki.

2. Memberikan jabatan palsu (sebenarnya yang bersangkutan tidak pernah
menduduki jabatan tersebut) kepada 18 pejabat yang terkait. Kemudian
petikan SK pengangkatan rekayasa fiktif tersebut ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.

Rekayasa kepangkatan dan jabatan tersebut dilakukan dengan tujuan
untuk mempercepat kenaikan pangkat 18 pejabat tersebut, sehingga dapat
memenuhi persyaratan pada jabatan yang diinginkan.

Menurut keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan bahwa usulan kenaikan
pangkat yang menggunakan jabatan palsu tidak dapat dibenarkan, bahkan

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Karena salah satu dokumen



46

yang digunakan untuk kenaikan pangkat dipalsukan. Hal ini dapat
mengakibatkan keputusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang
bersangkutan tidak sah.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Gabungan yang terdiri dari
unsur Menteri Penertiban Aparatur , Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri (Irjen Depdagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II
menyatakan bahwa terdapat 18 PNS (sebagian besar adalah pejabat eselon 1)
yang menggunakan SK jabatan palsu dengan tujuan untuk rekayasa
kepangkatan.

Berdasarkan temuan Tim Gabungan tersebut pada tanggal 29
November 2006 sesuai dengan Surat Nomor D II 26-12/Kol.24-10/S1,
perihal: Pembatalan Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) tentang Kenaikan Pangkat Pilihan untuk 18 orang menyatakan bahwa
BKN Pusat telah membatalkan persetujuan kenaikan pangkat dan
menerbitkan Surat Keputusan Normalisasi Kepangkatan untuk 18 PNS.

Berdasarkan Surat BKN tersebut, Bupati Banyuwangi pada tahun
2007 telah menerbitkan Surat Pembatalan Kenaikan Pangkat bagi 9 PNS
terkait. Sedangkan sisanya tidak diterbitkan Surat Pembatalan karena PNS
yang bersangkutan telah pensiun, sehingga SK pensiun tidak terjadi

perubahan.
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b. Pengangkatan Untuk Menduduki Jabatan Struktural Tidak Memenuhi Syarat
Minimal Kepangkatan Yang Ditentukan
Pada bulan Januari 2001, dilakukan pengangkatan jabatan dalam
bentuk Pelaksana Tugas (Plt) terhadap 356 PNS (termasuk 18 PNS) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Seluruh PNS tersebut
kepangkatannya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu
pangkatnya masih 2 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah.
Sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polda
Jatim menunjukkan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak
memenuhi syarat minimal kepangkatan tersebut dilakukan setelah melalui
beberapa kali sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) yang dihadiri oleh:
a) Ketua Baperjakat
b) Kepala Badan Pengawas Daerah selaku anggota Baperjakat
C) Asisten Administrasi selaku anggota Baperjakat
d) Kepala Badan Kepegawaian Daerah
€) Sekretaris Baperjakat yang didampingi Kepala Sub Bidang Mutasi BKD.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Pasal 5 (b)

menyatakan :



"Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah
serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
Jenjang pangkat yang ditentukan’.

Atas pengangkatan tersebut Bupati juga telah menerbitkan Surat
Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan. Menurut Surat Kepala BKN Nomor
K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001 perihal Tatacara
Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas, menyatakan

"Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan
dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan
cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih
melaksanakan tugas jabatannya yang definitit”.

Pengangkatan Plt tersebut terjadi pada bulan Januari 2001, sebelum
keluarnya Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10
Desember 2001.

Pengangkatan tersebut dilakukan pelantikan dan mendapat tunjangan

jabatan, meskipun menyimpang dari ketentuan karena pangkatnya 2 tingkat

di bawah pangkat minimal.

Pemberian Tunjangan Jabatan bagi Pelaksana Tugas (Plt)

Pengangkatan jabatan struktural (sebagai Pelaksana Tugas) yang
mengisi jabatan-jabatan pada berbagai level eselon jabatan yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sesuai penjelasan tersebut di
atas kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian tunjangan jabatan sebagai

Pelaksana Tugas.



49

Sesuai BAP Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan
bahwa usulan pemberian tunjangan jabatan bagi Pelaksana Tugas (Plt)
berasal dari Badan Keuangan Daerah (BKD) selanjutnya oleh Bagian Hukum
diproses untuk diterbitkan menjadi SK Bupati tentang pemberian tunjangan
jabatan struktural bagi pelaksana tugas.

Surat Keputusan Bupati No.188/47/KEP/439.012/ 2001 tanggal 22
Februari 2001 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural
Kepada Para Pelaksana Tugas (PIt) Eselon II, III, IV dan V yang menyatakan:

"Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural kepada Plt Pejabat
Eselon II, III, 1V dan V Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi
setiap bulan, yang besarnya disamakan dengan Tunjab Struktural
Eselon yang bersangkutan”.

Besarnya nominal tunjangan yang ditetapkan dalam SK Bupati
tersebut sama seperti yang ditetapkan dalam Kepres tentang Tunjangan
Jabatan Struktural, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan
struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.

Pembayaran tunjab bagi pejabat Plt, mulai bulan Februari 2001
sampai dengan saat ini (tahun 2007). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 100
Th 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, tidak dikenal
adanya jabatan Pelaksana Tugas (PIt). Dan tunjab struktural hanya diberikan
kepada PNS yang diangkat dalam jabatan struktural.

Sedangkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-

20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan
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PNS sebagai Pelaksana Tugas menyatakan bahwa pelaksana tugas bukan
jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas
tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah

tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

. Kenaikan Pangkat Bagi Pejabat Pelaksana Tugas Dipercepat Dibawah 2
Tahun

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap riwayat kepangkatan atau
jabatan atas Pelaksana Tugas yang didapatkan dari Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa sebagian besar PNS
yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas telah dinaikkan pangkatnya
dengan dipercepat dalam 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 18 bulan sejak
pangkat terakhirnya.

Terdapat indikasi bahwa kenaikan pangkat yang dipercepat tersebut
bertujuan agar PNS yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan pangkat
terendah pada jabatan struktural yang didudukinya, sesuai PP Nomor 100
tahun 2000.

Hal ini terlihat pada kenaikan pangkat setelah menduduki jabatan
sesuai dengan PP Nomor 100 tahun 2000, maka kenaikan pangkat berikutnya
menjadi normal kembali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:



€.

Pasal 11 (a)

"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan
untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih
tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat terakhir”

Pasal 12 (1)

"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan
pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat
terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya
setingkat lebih tinggi”

Pasal 12 (2)
"Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) mulai berlaku pada periode kenaikan pangkatnya
berikutnya setelah pelantikan jabatan”

Prosedur pemeriksaan

d)

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Mengidentifikasikan penyimpangan yang terjadi.

Menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit.
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Meneliti dan menentukan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan

yang berlaku.

Melakukan review bukti, rekonstruksi bukti, memverifikasi bukti, dan

menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dgn perhitungan kerugian

keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit serta prosedur

lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi.
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f. Kendala dan Hambatan Kasus Penggelapan Jabatan

Kendala dan hambatan di dalam proses perhitungan kerugian

keuangan negara dalam kasus terebut diantaranya :

b)

c)

Tidak lengkapnya data daftar gaji PNS dari satuan-satuan kerja pada
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2001 sampai dengan
september 2007.

Tidak lengkapnya data riwayat kepangkatan dan jabatan dari 18 PNS

yang terkait dalam kasus ini.

g. Data dan Bukti yang digunakan dalam Penggelapan Jabatan

Data dan dokumen yang digunakan dalam perhitungan kerugian

keuangan negara :

a)

b)

Daftar gaji PNS Pemkab. Banyuwangi tahun 2001, tahun 2002, tahun
2003, tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006 (smpai dengan bulan
September 2007) yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi.

Foto copy SK Bupati Banyuwangi No : 821.2/07/439.031/2001 tanggal
20 Januari 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan.

Foto copy SK Bupati Banyuwangi No : 821.2/08/439.031/2001 tanggal
20 Januari 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan.

Foto copy daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas .
Foto copy SK Bupati No. 188/47/Kep/439.012/2001 tentang penetapan

pemberian tunjab struktural kepada Pt tanggal 22 Pebruari 2001.



f)

9)
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Foto copy Surat Menpan tanggal 8 september 2006 No
R.29/D.VI/PAN/9/2006.
Foto copy Surat BKN tanggal 29 november 2006 No D II 26-12 / Kol 24-

10 /51 Pembatalan Nota Persetujuan Kepala BKN untuk 18 PNS.

. Kerugian Negara

Metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan

adalah

a)

b)

d)

Membandingkan jumlah gaji bersih yang diterima termasuk tunjangan
jabatan dengan jumlah gaji bersih yang seharusnya diterima, selisih atas
hasil tersebut merupakan kerugian negara (jumlah gaji bersih diterima
dikurangi gaji bersih yang seharusnya diterima).

Perhitungan ini dilakukan terhadap 18 PNS yang mengalami rekayasa
kepangkatan dan jabatan untuk menduduki jabatan strategis, namun
dalam pelaksanaan perhitungan hanya mendapatkan data atas 9 PNS
sedangkan sisanya tidak tersedia datanya karena PNS yang bersangkutan
telah pensiun.

Perhitungan gaji bersih yang diterima adalah berdasarkan SPJ gaji untuk
9 orang PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi untuk tahun 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 dan 2007.

Perhitungan jumlah gaji bersih yang seharusnya diterima adalah

berdasarkan pangkat/golongan ruang dan gaji pokok yang seharusnya



(normalisasi) yaitu berdasarkan Surat BKN tanggal 29 november 2006,
No D I1 26-12 / Kol 24-10 /51 Pembatalan Nota Persetujuan Kepala BKN
untuk 18 PNS.

€) Memperhitungkan jumlah tunjangan jabatan Plt bagi 356 PNS (356-18)
dalam periode tahun 2002-2007. Tunjab diambil berdasarkan SPJ gaji
untuk 356 Orang PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi untuk tahun
2002-2007.

Berdasarkan metode perhitungan yang telah dilakukan, maka
disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan
terhadap tindak pidana korupsi dalam pengajuan kenaikan pangkat PNS di
lingkungan Pemkab Banyuwangi yang tidak sesuai dengan prosedur serta
pejabat Plt yang mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana jabatan
definitifnya. Adapun jumlahnya sekurang-kurangnya adalah
Rp.2.264.490.916,00.

Kasus Penggelapan jabatan atau penyalahgunaan wewenang dalam
jabatan tersebut telah berkekuatan hukum dan perkara ini sudah diputus di
Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pada tahun 2008 terdakwa telah dihukum 5

tahun penjara oleh putusan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi
Mengetahui bentuk atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai

korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan
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Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal UU No 31 Tahun 1999 jo UU

No 20 Tahun 2001 tersebut, korupsi dikelompokkan menjadi 7 bentuk,

diantaranya adalah :*

a.

b.

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
Korupsi yang terkait dengan gratikasi (Pemberian Hadiah).

Beberapa bentuk Korupsi yang sering terjadi di masyarakat dan lembaga—

lembaga pemerintahan, yaitu :'

Suap

Hadiah
Pemerasan
Pungli

Mark up
Transaksi rahasia

Hibah (yang tidak sesuai dengan UU dan syarak)

& Bareskrim Polri, Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, h. 3
8 http//: wordpress. Com, hukum Islam dalam memberantas korupsi sebuah pengantar kajian

fikih antikorupsi oleh Metra Wirman



h. Penggelapan

i. Mengkhianati amanah

j.  Melanggar sumpah jabatan
k. Kolusi

1. Nepotisme

m. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Negara
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BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGGELAPAN JABATAN PNS PEMKAB BANYUWAGI

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Penggelapan Jabatan PNS Pemkab
Banyuwangi

Penggelapan jabatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi tersebut meresahkan negara maupun masyarakat (publik)
dan tindak pidana korupsi juga berdampak amat besar di seluruh aspek
kehidupan. Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh beberapa orang
menimbulkan kerugian keuangan nagara atau pereckonomian negara. Hal ini
kerap kali dilakukan secara bersama-sama dengan tanpa malu bahkan terang-
terangan melakukan tindak kejahatan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu sendiri ada dalam pasal
2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu

Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
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Jjabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.”

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi
diantaranya adalah perbuatan curang dan penipuan yang dapat merugikan negara
dan publik, perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri
sendiri, dan tindakan kolusi yang memberikan fasilitas negara kepada orang yang
berhak.

Adapun tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan penggelapan
jabatan adalah penyalahgunaan wewenang dengan cara menggunakan kedudukan
yang ada padanya untuk tujuan lain dengan maksud untuk memberikan
kekuasaannya kepada orang lain. Hal ini terkait dalam pasal 3 Undang-undang
No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan
maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi secara umum dapat diketahui dari penjelasan pasal
2 dan 3. Tetapi yang dibahas dalam penelitian ini adalah penggelapan jabatan
yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan cara memalsukan buku-buku
dan daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi yang tertera dalam

pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang menyatakan :

8 Himpunan Perundang-undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h.
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"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi’”.

Dari wuraian di atas bahwa pegawai negeri yang melakukan
penyelewengan amanah yang diberikan kepadanya yakni tindakan mengambil
harta atau barang yang bukan menjadi haknya baik secara sembunyi-sembunyi
ataupun terang-terangan disebut dengan penggelapan jabatan.

Seperti penggelapan jabatan yang dilakukan oleh PNS pemkab
Banyuwangi. Tindak kejahatan yang dilakukan adalah merekayasa kepangkatan
dan jabatan untuk menduduki jabatan yang strategis yakni dengan cara membuat
petikan fiktif atau petikan palsu pada SK pengangkatan pejabat tertentu dengan
menghapus data dan mengetik ulang pada SK Bupati sesuai dengan yang
diinginkan.

Rekayasa kepangkatan dan jabatan tersebut merupakan tindak pidana
yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindakan
melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Adapun unsur dari tindak
pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Subyek atau pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang pegawai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum.
2. Perbuatan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau

menguntungkan orang lain.
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3. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Bahwa dengan adanya kenaikan pangkat yang menggunakan persyaratan
yang sifatnya fiktif atau palsu, maka keputusan kenaikan pangkat tersebut batal
sejak awal, dan yang bersangkutan kembali pada posisi kepangkatan sebelum
kenaikan pangkat atau golongan yang menggunakan dokumen palsu. Untuk itu
seluruh penghasilan yang berupa gaji, maupun tunjangan yang diterima akibat
kenaikan pangkat dan jabatan tersebut tidak sah. Maka setiap penerimaan yang
tidak sah merupakan bentuk tindakan yang merugikan negara, dan harus
dikembalikan kepada negara.

Dalam hal ini maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana. Karena ada unsur melawan hukum dalam arti pegawai negeri yang tidak
mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya dan tindakan
yang telah merugikan keuangan negara.

Untuk menghitung kerugian dihitung dari selisih tunjangan jabatan
sebagai pelaksana tugas dan tunjab dengan tunjangan jabatan definitif. Hal
tersebut sesuai dengan surat BKN No. K. 26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember
2001 angka 2 huruf d yang menyatakan :

“Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan

yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan difinitifnya, dan tunjangan
tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya’.
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Hal ini mengandung makna bahwa terhadap Pelaksana Tugas, tetap
diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya bukan jabatan Pelaksana
Tugas.

Memori penjelasan Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang
No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan
bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam
penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik
di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan
yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal
pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan makna keuangan negara tersebut, digunakan batasan
pengertian kerugian keuangan negara yakni berkurangnya kekayaan negara yang
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan
pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan
negara.

Oleh karena itu hal ini merupakan tindak pidana korupsi karena ada unsur

yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Maka
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pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi, karena negara Indonesia
merupakan negara yang berdasarkan hukum. Adapun negara yang berdasarkan
hukum pasti memiliki prinsip supremacy before the law dan equality before the
law yakni hukum diberi kedudukan tertinggi dan semua memiliki status yang
sama dihadapan hukum.*

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pemkab
banyuwangi merupakan penggelapan jabatan yang terjerat pasal 9 Undang-
undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
250.000.000,00 9dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri

atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara

waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau dafiar-dafiar yang

khusus untuk pemeriksaan administrasi"®**

Dari pasal di atas bahwa pelaku tindak pidana adalah pegawai negeri
yang telah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi yaitu dengan cara merencanakan, mengonsep, merekayasa dengan
mencarikan jabatan palsu untuk membuat petikan pengangkatan dalam jabatan
dan surat pelantikan jabatan tanpa ada SK Bupati. Hal ini dapat dihukum dengan

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda

8 C. S. T. Kansil, Hukum Antar Tata Pemerintahan, h. 26
8 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 63
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paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi
Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang
dihubungkan dengan tindak pidana korupsi memang tidak disebutkan secara jelas
dan khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak pidana. Akan tetapi bukan
berarti penggelapan jabatan diperbolehkan atau terjangkau dalam syari'at Islam.

Dalam Islam penggelapan jabatan dikategorikan sebagai gu/ul, karena
gulul merupakan pengkhianatan atau penggelapan harta rampasan perang pada
zaman Rasululloh. Apabila gu/ul dikaitkan dengan masa sekarang yakni korupsi,
maka gulul merupakan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang
untuk memperkaya diri sendiri.

Penggelapan jabatan dapat merusak dan mengganggu stabilitas negara
serta mengancam hidup orang banyak akibat kekayaan negara yang
digerogotinya. Sebagaimana Firman Allah swt yang terdapat dalam surat Ali
Imran ayat 161 :
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“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri
akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya’™

Gulul juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
terhadap amanah dan sumpah jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan dan
kewenangan lebih erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Diantara hak
manusia yang berkaitan dengan harta adalah menggunakan dan
memanfa'atkannya. Adapun hakikat manusia atas diberikannya harta oleh Allah
tak lain adalah amanah agar menjaganya dan digunakan dengan benar sesuai
dengan syari'ah atau hukum Islam.

Amanah adalah menjaga titipan yang diberikan kepada seseorang untuk
dijaga dengan baik. Amanah juga bermakna bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila amanat disia-siakan maka hal ini
disebut juga dengan khianat.

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan
ketentuan tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya atau akibat

hukumnya. Banyak cara untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan

sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar

% Departemen AgamaRI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 104
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serta melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-

Baqgarah ayat: 188

"Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu
dengan jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim,

Karena kamu hendak memakan sebahagian daripada harata benda

manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui”™

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya mengambil harta yang bukan
haknya merupakan perbuatan yang tidak benar dan berdosa. Sama halnya dengan
penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri pemkab Banyuwangi
yaitu memakan harta dengan jalan yang salah yang tidak menurut jalan yang
benar sesuai dengan peraturan. Hal ini merupakan menyalahgunakan amanah
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Penyalahgunaan wewenang yang
berkaitan dengan harta dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman. Hukuman
tersebut ditentukan dengan bentuk kesalahan dan kejahatan yang telah
dilakukannya.

Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dalam
hukum Islam dikenai hukuman ¢a’zir; yang mana besar kecilnya hukuman itu

diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) dan hakim. Adapun hukuman ¢a’zir

% Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 46
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yang berat dan tidaknya berdasarkan ijtihad, yaitu berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Di sini memerlukan ketetapan ijtihad para ulama untuk penegakan
keadilan, yaitu kekayaan apapun milik negara yang diperuntukkan untuk
kepentingan rakyat harus dipelihara, dijaga dan ditegakkan.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman
mati merupakan hukum maksimal bagi pelaku yang berulang kali melakukan
tindak pidana korupsi berulang-ulang dan hukuman minimalnya adalah hukuman
penjara. Serta wajib mengembalikan vang yang dikorup, mengganti kerugian
negara, dan wajib membayar denda karena hubungannya dengan Auzuq al-insan
(hak-hak manusia).

Hukum seperti ini sudah melakukan kejahatan dua kali, yaitu berkhianat
pada Allah dan Rasul serta berkhianat pada umat dan masyarakat. Maka
Persoalan di Indonesia, tampaknya bukan pada tataran hukum, tetapi pada
tataran implementasi hukum itu sendiri, sehingga korupsi tidak bisa dihilangkan
atau minimal ditekan. Nilai-nilai universal al-Qur'an dan sunnah memang
memberikan perspektif preventif terhadap pelaku kejahatan yang intinya ialah
sebagai upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan,
memelihara harta, dan memelihara akal. Islam bersifat lebih preventif alam

menentukan hukuman-hukuman bagi pelaku kejahatan. Ungkapan yang
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digunakan, baik menggunakan gulul atau fasad, pada akhirnya harus sampai pada
titik balik bahwa koruptor harus bisa dijerat dengan hukuman yang keras.

Dalam penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan
pendapat ulama fikih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang
dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam
penggelapan jabatan tersebut. Bentuk hukuman ta’zir yang akan dikenakan
diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Adapun menurut ulama Mazhab Maliki,
penerapan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah
dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, dengan syarat hakim memilih
hukuman yang terbaik bagi kemaslahatan.

Dengan menganalogikan penggelapan jabatan dengan gu/u/ maka
hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh pegawai
negeri pemkab Banyuwangi dapat dikenai hukuman penjara, apabila tindak
pidana korupsi dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti dalam jumlah
jutaan atau puluhan juta. Tindak pidana korupsi untuk hukuman yang paling
ringan ini hanya ditoleransi karena kebutuhan hidup. Walaupun begitu, hukuman
penjara bisa saja seumur hidup apabila hakim melihat tindak pidana korupsi yang

dilakukannya sangat merugikan keuangan negara.

. Persaman dan Perbedaan
Adapun persaman dan perbedaan penggelapan jabatan dalam hukum

Islam dan hukum pidana adalah sebagai berikut :
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a. Persamaan penggelapan jabatan dalam hukum Islam dan hukum pidana:

1.

5.

Sama-sama merupakan perbuatan yang memakan harta orang lain secara
batil dengan khianat dan melanggar atau melawan hukum Allah swt.
Barang yang dicuri berupa harta untuk memperkaya diri sendiri dan orang
lain.

Barang atau harta yang dicuri bukan haknya melainkan hak orang lain.
Sama-sama perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dan
mengkhianati amanah.

Sama-sama merugikan keuangan negara dan masyarakat.

b. Perbedaan penggelapan jabatan dalam hukum Islam dan hukum pidana:

1.

Dalam hukum Islam landasan hukum berdasarkan al-Qur'an dan hadis,
sedangkan dalam hukum pidana landasan hukum berdasarkan Undang-
undang yang berlaku.

Penggelapan jabatan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tazir,
kadar sanksi hukumnya diputuskan oleh w/u/ amri yakni diserahkan
kepada hakim, sedangkan dalam hukum pidana terdapat sanksi hukum

yang tegas yakni berdasarkan Undang-undang.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemkab
Banyuwangi terjadi pada tanggal 20 Januari 2001 dan kasus ini baru terungkap
pada tanggal 16 Januari 2007. Modus operandi yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil tersebut adalah dengan cara merekayasa kenaikan pangkat tanpa
adanya Surat Keputusan, hanya berupa petikan palsu saja. Hal ini dapat
dikategorikan dalam bentuk-bentuk korupsi, yakni sebagai penggelapan jabatan
atau penyelewengan kekuasaan. Karena penggelapan jabatan tersebut dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hukum pidana, penggelapan jabatan termasuk dalam tindak pidana
korupsi yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal
9. dalam Undang-undang tersebut pelaku tindak kejahatan dikenai hukuman lima
tahun penjara atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak
dua ratus miliyar rupiah. Sedangkan dalam hukum Islam, penggelapan jabatan
termasuk dalam kategori gu/ul/ yakni penggelapan harta atau pengkhianatan atas
amanat yang seharusnya dijaga. Dalam hal ini pelaku dikenakan pidana ta’zir

yakni sanksi diserahkan kepada pihak yang berwajib atau hakim. Karena hukum
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Islam tidak ada yang mengatakan secara tegas tentang sanksi bagi pelaku tindak
pidana korupsi atau gu/ul. Adapun persaman dan perbedaan antara hukum pidana
dan hukum Islam terhadap penggelapan jabatan adalah sama-sama perbuatan
yang meugikan keuangan dan perekonomian negara dan merupakan perbuatan
yang melawan hukum, sedangkan perbedaan antara hukum pidana dan hukum
Islam yakni dalam hukum pidana sanksi hukumnya tegas sedangkan dalam

hukum Islam diserahkan kepada u/u/ amri (hakim).

. Saran

Tindak pidana korupsi di Indonesia harus diberantas dengan tuntas
hingga ke akar-akarnya, karena tindak pidana korupsi merusak stabilitas nasional
dan pembangunan nasional. Maka ada beberapa hal yang dapat diterapkan
pemerintah dalam mencegah meluasnya tindak korupsi. Di antaranya, pertama,
harus lulus fit and propertest terutama dalam aspek akhlak dan moral calon
pejabat yang akan memegang suatu jabatan. Kedua, penegak hukum menerapkan
sanksi kepada para koruptor tanpa pandang bulu. Ketiga, mensosialisasikan UU

antikorupsi kepada khalayak luas.
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